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BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

RANCANGAN PBRATURAN DABRAH RABUPATEN MALINAU

NOMOR  ........ TAHUN 2022

TBNTANG

ERUBAHAN ANGCIARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGCIARAN 2022

•DENCIAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

`,

BUPATI  MALIN.AU,

MeniLbang:    a.-   bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  pasal  317  ayat--     -_ ,_____     ^^1 A      +^-+A--
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Pemerintch  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan
Keuangan   Daerah,   Kepala   Daerah  wajib   men8ajukan
Rancan`gan     Peraturan     Daerah     tentang    Pehibahan
Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja    Daerah  ,  (APBD)
kepada Dewan Perwakilan Ralkyat Daerch  (DPRD)  untuk
memperoleh persetujuan Bersama;

b.   bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Dacrah  (APBD)  yang
diajukan    merupakan    perwujudan    dari    Pefubahan
Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  Tahun  2022  yang
dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umuin APBD
serta     perubahan     prioritas     dan     plafon     anggaran
sementara   yang   telah   disepckati   antara   Pemerintah
Daerch  dengan  DPRD  pada  tanggal   12  bulan  Agustus
tahun 2022;

c.   b.ahwa      berdasarkan       pertimbangan       sebagaimana
dimaksud dalam himf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan     Daerch     tentang     Perubahan     Anggaran
Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   Kabupaten I Malinau `.
Tahun Anggaran 2022.

Mehgingat:  1.    Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun  1945;
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2.   Undang-Undang.     Nomor:     47      Tahun      1999      tentang
Pembentukan   Ka.bupaten    Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten  Kutai   Barat,  Kabupaten     Kutai     Timur dan
Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tchun
1999  Nomor  175,  Tambahan  I,embaran  Negara  Republik
Indonesia  Nomor  3896)  sebagaimana  telah  diubch  dengan
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2000  (Lembaran  Negara
Republik   Indonesia  Tahun   2000   Nomor   47,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;

3.   Undang-Uns.ang Nomor  17 Taliun 2003  tentang Keuangan
Negara  (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran N6gara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4.   Undang-Undang      Nomor    .1      Tahun      2004      tentang
Perbendcharaan    Negara    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia  Tahun   2004   Nomor   5,   Tanbahan   Lembaran
Negar_a Republik Indonesia Nomor 4355) ;

6.   Undang-Undang     Nomor     33      Tahun      2004      tentang
Perimbangan   Keuangan   Antara   Pemerintah   Pusat   dan
Pemerintahan     Daerah      (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  126,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

7.   Undang-Undang   Nomor   28   Ta.hun   2009   tentang   Pajak
Daera.h  dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tchun  2009  Nomor  130,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8.   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun    2014    tentang   Desa
(Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun  2014  Nomor
7, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5498);

9.   Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan      Daerah      (Lembaran      Nega.ra      Republik
Indonesia.  Tahun  2014  Nomor  224,  Tambahan  Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5587),   sebagaimana
telah   diubah   bebera.pa.   kali   terakhir   dengan   Undang-
Undang   Nomor    11    Tahun   20?0    tentang   Cipta   Kelja
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2020  Nomor
245,   Tambchan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6573);

10.Undang-Undang     Nomor     30     Tinun      2014      tentang
Adm~inistl.asi    Pemerintah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia.  Tchun  2014  Nomor  292,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
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11.Peraturan   Peme'rintah   Ndmor   7   Tchun    1977    tentang
Peraturan   Gaji   Pegawai   Negeri   §ipil   (Lembaran   Negara
Republik   Indonesia  Tahun   1977   Nomor   11,   Tanbahan
Lembaran    Negara.    Republik    Indonesia    Nomor    3092),
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir dengan
Peraturan   Pemerintah   Nomor   15   Tahun   2019   tentang
Perub.clan  Kedelapan  Belas  Atas   Peratura.n   Pemerintah
Nomor   7   Tahun   1977   tentang   Peraturan   Gaji   Pegawai
Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2019 Nomor 43);

12. Peraturan   Pemerintah   Nomor   109   Tahun   2000   tentang
Kedudukan ...,Keuangan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala
Daerch  (Lembaran Negan Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor    210,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan   Pemerintah   Nomor   23   Tahun   2005   tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah    diubah    dengan    Peratura.n    Pemerintch    Republik
Indonesia   nomor   74   Tahun   2012   tentang   Petubchan
Peraturan   Pemerintah   Nomor   23   Tahun   2005   tentang
Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia   Tahun    2012    Nomor    171,
Tanbahan   Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5340);

14. Peraturan   Pemerintah   Nornor   54   Tahun   2005   tentang
Pinjaman   Daerah   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2005   Nomor   136,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia     Nomor 4574);

15. Peraturan Pemerintch Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesii Tahun
2005 Nomor  137,   Tambahan   Lembaran   Negara  Republik
Indonesia Nomor  4575);

16. Peraturan   Pemerintah   Nomor   56   Tahun   2005   tentang
Sistem   lnfomasi   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor   138,  Tambahan
Lembaran     Negara     Republik     Indonesia  Nomor  4576),
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah
Nomor 65 Tchun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah    Nomor    56    Tahun    2005    tentang    Sistem
lnfomasi  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2010  Nomor  110,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan   Pemerintch   Nomor   65   Tahun   2005   tentang
Pedoman  Penyusunan  dan  Penerapan  Standar  Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor     150,     Tambahan     Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Nomor 4585) ;
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18.Peraturan    Pem6`£intch   Nomor   8   Tahun   2006    tentang
Pelaporan   Keuangan   dan   Kinerja   lnstansi   Pemerintah
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2006  Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

19. Peraturan   Pemerintah   Nomor   37   Tahun   2006   tentang
Pembahan  Atas  Peraturan  Pemerintch  Nomor  24  Tchun
2004    tentang    Kedudukari    Protokoler    dan    Keuangan
Pimpinan  dan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2006  Nomor
90,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Nomor 4659}.;

20.Peraturan   Pemerintah   Nomor   3   Tchun   2007    tentang
Laporan    Penyelenggaraan    Pemerintah    Daerah    kepada
Pemerintch,    Laporan    Keterangan    Pertanggungjawaban
Kepala Daerch  Kepada Dewan, Perwakilan Rakyat Daerah,
dan    lnformasi    Laporan    Penyelenggaraan    Pemerintah
Daerah  Kepada  Masyarakat  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2007   Nomor   19,  Tambchan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 4693) ;

21.Peraturan   Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2009   tentang
I   Bantuan  Keuangan    kepada    Partai    Politik    (Lembaran

Negara    Republik  Indonesia    Tchun    2009     Nomor     18,
Tambalian.   Lembaran  Nega.ra Republik  Indonesia  Nomor
4972)   sebagaimana  telah  diubah beberapa  kali,   terakhir
dengan    Peraturan    Pemerintah    Nomor    1  Tahun    2018
tentang   Perubahan   Kedua   Atas   Peraturan   Pemerintah
Nomor    5    Tahun    2009    tentang    Bantuan    Keuangan
kepada      Partai   Politik      (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia   Tchun   2018   Nomor  1,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6177);

22. Peraturan Pemerintch Nomor  19 Tahun 2010  tentang Tata
Cara. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
keuangan  Gubernur  Sebagai Wakil  Pemerintah  di Wila.yah
Provinsi  (Lembaran  Negara  Indonesia Tahun  2010  Nomor
25);

23.Pcraturan   Pemerintah   Nomor   71   Tahun   2010      tentang
Standar    Akuntansi    Pemerintahan    (Lembaran    Ncgara
Republik  Indonesia  Tahun  2010   Nomor   123,  Tambchan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerch (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor  5,  Tarnbchan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

25. Peraturan   Pemerintch   Nomor   44   Tchun   2012   tentang
Dana  Darurat    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun    2012    Nomor  76,    Tambahan    Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Nomor  5299);
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26. Peraturan   Pemerinta.h   Nomor   27   Tahun   2014   tentang
Pengelolaan  Barang     Milik     Negara/Daerah     (Lembaran
Negara    Republik  Indonesia    Tahun    2014    Nomor    92,
Tambahan   Lembaran   Negara. Republik   Indonesia   Nomor
5533);

27. Peraturan   Pemerintah   Nomor   43   Tahun   2014   tentang
Peraturan Pelaksanaan   Undang-undang Nomor   6   Tahun
2014      tentang      Desa   (Lembaran      Negara.      Repu   blik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor   123 Tambahan  Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5539),  sebagaimana
telah   diubah   beberapa   kali   terakhir   denga.n Peraturan
Pemerintah   N'6mor   11   Tahun   2019   tentang   Perubahan
Kedua  atas  Peraturan  Peinerintah  Nomor  43  Tahun  20
14      tentang   Peraturan      Pelaksana.an      Unda.ng-undang
Nomor   6   Tahun   2014 tentang   Desa   (Lembaran   Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2019  Nomor   41,   Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia. Nomor 6321);

28. Peraturan   Pemerintah   Nomor   55   Tahun   2016   tentang
Ketentuan  Umum  dan    Tata    Cara    Pemungutan    Pajak
Daerah    (Lembaran  Negara    Republik    Indonesia    Tahun
2016  Nomor  244,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Nomor  5950);

29.Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2017   tentarig
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

30. Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 Tahun 2017  tentang Hak
Keuangan  dan  Administrasi  Pjmpinan  dan  Anggota 'DPRD
(Lembaran  Negara Republik lridonesia Tahun  2017  Nomor
106,   Tambahan      (Lembaran   Negara   Republik  Indonesia
Nomor 6057);

31.Peratura.n   Pemerintah   Nomor   2   Tahun   2018   tentang
Standar Pelaya.nan   Minimal   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia   Tahun 2018   Nomor   2,   Tambahan   LembaraLn
Negara  Republik  Indonesia Nomor 6178);

32.Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2019   Nomor  42,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

33.Peraturan   Pemerintah   Nomor   13   Tahun   2019   tentang
Laporan     dan  Evaluasi     Penyelenggaraa.n     Pemerinta.hen
Daerah    (Lembaran  Negara    Republik    Indonesia    Tahun
2019   Nomor   52,   Tambahan Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Nomor  6323);
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34. Peraturan  Pem6-riritah  Penganti  Undang-Undang  Nomor  1
Tchun   2020   teritang   Kebijakan   Keuangan   Negara   dan
Stabilita8  Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi
Corona  Viruse  2019  (COVID-19)  dan/atau  Dalam  Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional  dan/ata.u  Sta.bilitas  Sistem  Keuangan  (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tchun    2020    Nomor    87,
Tambchan   Lerrlbaran  Negara  Republik  Indonesia  No.nor
6485);

35.Peraturan    Presiden    Nomor    54    Tahun    2010    tentang
Pengadaan Barang dan Jasa sebagalmana telch dua kali di
ubah terakhir. dengan Pera.turan Presiden Nomor 70 Tchun
2012  tentang  Pcrubchcin  Kedua  Atas  Peraturan  Presiden
Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan  Barang  dan
'Ja§a;

36.Peiaturan    Presiden    Nomor,   17    Tchun    2018    tentang

i::tyee:::8i=iTarfed#gr:taanReBpeunbct#a)nEoaln=£aKT°fadis£
2018 Nomor 34);                                                      J~'

37. Peraturan  Presiden  Nomor  82  tahun  2020  tentang Komite
Penanganan   Corona   Virus   Disese   2019   (Covid-19)   dan
Pemulihan Ekonomi Nasional;

38.Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   16  Tchun  2007
tentang Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan  Peraturan  daerch
tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  dan
Rancangan  Peraturan  Kepala  Daerah  tentang  Penjabaran
Anggaran   P6ndapatan   dan   Belanja   Daerah   sebagaiman
telah   diubah   dengan   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri
Nomor  36 Tahun  2011  tentang  Perubchan  atas  Pe.raturan
Menteri  Dalam  Negeri Nomor  16 Tahun  2011  tentang Tata
Care   Evaluasi    Rancangan    Pera.turan    Daerah    tentang
Anggaran Penda.patan dan Belanja Daerch dan Rancangan
Peraturan   Kepala  Daerah  tentang  Penjabaran  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

39.Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    32    Tahun
2011.  tentang pedoman   Pemberian   Hibch   daLn   Bantuan
Sosial   yang   bersunber dari  .Anggaran   Pendapatan   dan
Be.1anja     Daerah     (Berita     Negara  Republik     Indonesia
Tahun    2  011    Nomor   450)    sebagaimana   telah  diubah
beberapa     kali,     terakhir    dengan     Peraturen     Menteri
Dalam   Negeri      Nomor      123      Tchun      2018      tentang
Perubahan     Keempat     ata8  Peraturan     Menteri     Dalam
Negeri     Nomor     32     Tahun     2011      tentang  pedoman
Pemberian   Hibch   dan   Bantuan   Sosial yang   bersumber
dari .Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja  Daerah   (Berita
Negara Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor   15);
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40. Peraturan  Menteii  Dalam  Negeri  Nomor  36  Tahun  2011
tentang  Perubchan  Atas  Peraturan  Menteri  Dalan  Negeri
Nomor    16   Tchun   2007    tentang   Tata   Cara   Bvaluasi
Rancangan      Peraturan      Daerah      tentang      Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan
Kepala  Daerah Tentang  Penjabaran Anggaran  Pendapatan
Dan  Belanja  Daerah   (Berita  Negara  Tahun  2011   Nomor
525);

41. Peraturan Menteri   Dalam  Negeri   Nomor  52  Tchun   2012
tentang   Pedoman      Pengelolaan      lnvestasi      Pemerintah
Daerah   (Berita   Negara Republik   Indonesia   Tchun 2012
Nom.or 754); ,,

42. Peraturan Menteri  Dalam  Negeri   Nomor  64   Tahun   2013
tentang  Penerapan     Standar     Akuntan8i     Pemerintahan
Berbasis  Akrual pada  Pemerintah  Daerah  (Berita  Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2013 Nomor  1425);

43.Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri    Nomor     19    Tahun
2016      tentang   Pedoman      Pengelolaarl      Barang      Milik
Daerah   (Berita   Negara Republik   Indonesia   Tahun   2016
Nomo.r   547);

44. Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  62  Tchun  2017
tentang   Pengelompokan   Kemampuan   Keuangan   Daerah
serta     Pelaksanaan     dan     Pertanggungjawaban     Dana
Operaional  (berita  negara  Republik  Indonesia Tahun  2017
Nomor  1067);

45. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  36  Tahun  2018
tentang   Tata   Cara   Perhitungan,   Penganggaran   Dalam
Anggaran   Penda.patan   dan   Bclanja   Daerch,   dan  Tertib
Administra.si     Pengajuan,     Penyaluron,     dan     Laporan

:e#=8p#Etieeka|::=th£::g:Tn£:gubLpkan[t:d=nes¥aeuTanah8u:
2018 Nomor 630);

46. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  79  Tchun  2018
tentang   Badan   Layanan   Umum   Daerah   (Berita   Negara
Republik Indonesia Tchun 2013 Nomor  1213);

47. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  90  Tchun  2019
tentang      Klasifikasi,      Koderikasi,      Dan      Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah  (Berita
Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

48. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2020
tentang   Percepatan   Penanganan   Corona   Virus   Disease
2019  (Covid-19)  di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
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49. Pera.turan Menteri Ke§ehatan Nomor 9 Taliun 2020 tentang
Pedoman Pembatasari Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan    Penanganan     Cororta     Vt.rus    Disecrse    2019
(COVID-19)  Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2020
Nomor 326);

50. Pera.turan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  27  Tahun  2020
tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  Dan
Bela.nja   Daerah   Tahun   Anggaran   2022   (Berita   Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

51. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nolnor  77  Tahun  2020
tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerch
(Berita   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2020   Nomor
1781);

52. Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   9.  tahun   2021
tentang Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerch
tentang    Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja    Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubchan Anggaran
Pendapa.tan   dan   Belanja  Da.erah,   Rarfcangan   Peraturan
Kepela  Daerah  tentang  Penjabaran  anggaran  Pendapatan
dan  Belanja  Daerch,   dan   Rancangan  Peraturan   Kepala
Daerch      tentang      Penjabaran      Pembchan      Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (Berita  Negera  Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

53. Peraturan  Meriteri  Dalaln  Negeri  Nomor  26  Tchun  2021
tentang  perubthan  Atas  Peraturan  Menteri  Dalan  Negeri
Nomor 39 Tahtin  2020  tentang Pengutamaan Penggunaan
Alokasi   Anggaran   Untuk   Kegiatan   Tertentu,   Perubahan
Alokasi,Dan    Penggunaan    Anggaran    Pendapatan     Dan
Belanja  Daerch  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tchun
2021  Nomor 910)

54. Peraturan    Menteri    Keuangan    Nomor    94/Pink.07/2021
tentang   Perubahan   Atas   Peraturan   Menterl   Keuangan
Nomor  17  /PMK.07  /2021  tentang Pengelolaan Transfer Ke
Daera.h   dan   Dana   Desa  Tahun   Anggaran   2021   Dalam
Rangka  Mendufung  Penapganan   Pandemi   Corona   VI"s
Disecrse  20J9; {Covid-19)   D.an  Dampaknya  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);

55. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun   2010 tentang Retribusi
Pelayarm    Kesehatan     (Lembaran    Daerah    Kabupaten
Malina.u Tahun 2010 Nomor 4);

56. Peraturan  Daerah  Nomor   13  tahun  2011   tentang  Pajak
Daerah (Lembaran Daerch Kabupaten Malinau Tahun 2011
Nomor   13)   sebagaimana  telah  diubah  dengan  Pera.turan
Daerah  Nomor   14  Tchun  2013  tentang  Pembchan  Atas
Peraturan  Daerah  Nomor   13  Tchun  2011   tentang  Pajck
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor  14);

ii!!!!
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57. Peraturan Daeral Norh'or  14 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Umum (Leinbaran Daerah Kabupaten Malina.u Tahun
2011  Nomor  14)  sebagaimana  telah  diubah  beberapa kali
terakhir  dengan  Peratutan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2018
tcnting  Perubchan  Kedua  Atas  Peraturan  Daerch  Nomor
Nomor   14   Tchun   2011   tentang   Retribusi   Jasa   Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor
3);

58. Peraturan Daerah Nomor  15 Tahun 2011  tentang Retribusi
Jasa Usaha. (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tchun
2011    Nomor    15)    sebagaimana    telah    diubah    dengan
Peraturan D.qerch Nomor 4 Tchun 2018 tentang Perubchan
Atas   Peraturan   Daerah   Nomor   Nomor   15   Tahun   2011
tentang     Retribu9i     Jasa     Usaha     (Lembaran     Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 4);

59. Peratinran Daerah Nomor  16 Tahun 2011  tentang Retribusi
Perizinan Tertentu  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Malinau
Tahun  2011  Nomor  16)  sebagaimana telah  diubah dengan
Peraturan Daerch Nomor 5 Tahun 2018`tentang Perubahan
Atas   Peraturan   Daerah   Nomor   Nomor   16   Tahun   2011
tentang     Retribusi     Ja8a     Umum     (Lembaran     Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 5);

60. Peraturan Daerah Nomor 3 .Tchun   2014 tentang Retribusi
Perpanjangari   lzin   Mempekerjakan   Tenaga   Kerja   Asing
(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2P14 Nomor
3);

61.Peraturan     Daerch     Nomor     4     Tahun     2016     tentang
Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupa.ten
Malinau   (Lembaran   Daerah   Kabupaten   Malinau   Tchun
2016  Nomor  4,  Tambahan  Lembaran  Daerch  Kabupaten

.  Malinau   Nomor   5)   sebagaimana   telah   diubah   dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tchun 2019 tentang Perubahan
atas   Peraturan   Daerch   Nomor   4   Tahun   2016   tentang
Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat Daerch  Kabupaten
Malinau   (Lembaran   Daerah   Kabupaten   Malinau   Tahun
2019 Nomor 3);

62. Peraturan  Da.era.h  Noinor 2  Tahun  2018  tentang Retribusi
Pelayanan    Kesehatan    Rumah    Sakit   Bergerak   Langa.p,
Rumch   Sakit   Kelas   D   Pratama   dan   Pusat   Kesehatan
Masyarakat (Lembaran Daerah  Kabupaten Malinau Tahun
2018 Nomor 2);

63. Peraturan Daerch Nomor 4 Tchun 2021  tentang Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerch  Tahun  Anggaran  2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tchun 2021  Nomor
4);

iiiiii!ffi!
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64. Peraturan Daerrfe Peraturan Daerah Nomor 2 Tchun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengch Daerah
Kabupaten  Malinau  Tchun  2021-2026  (Lembaran  Da,erah
Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 2);

65.Peraturan   Gubemur   Nomor   33   Tahun   2020   tentang
Pedoman Adaptasi Kebia§aan Baru dan Penerapan Di9iplin
menuju Masyarakat Kalimantan Utara Produktif dan Aman
Corona  Virus   Disease   2019   (Berita   Daerah   Kalimantan
Utara Tahun 2020 Nomor 33}.;

66. Peraturan Bupati Nomor 20 Tchun 2020 tentang Penerapan
Disiplin    dan    Penegakan    Hukum    Protokol    Kesehatan
Sebagai Upaya Pencegchan dan Pengendalian Corona Vims
Disease 2019;

67. Peraturan  Bupati  Kabupaten  Malinau  Nomor  35  Tchun
2021    tentang    Penjabaran    Anggaran    Pendapatan    dan
Belanja   Daerali   Tchun   Anggaran   2022   (Berita   Daerch
Kabupaten  Malinau Tahun  2021  Nomor  35),  sebagaimana
telah   diubah   beberapa  kali,   terakhir~dengan  Peraturan
Bupati Nomor  12 Tahun 2022  tentang Peruba.hah Ketujuh
Atas   Peraturan  Bupati  Malinau  Nomor   35  Tahun   2021
tentang   Penjabaran   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja
Daerah  Tahun  Anggaran  2022  (Berita  Daerah  Kabupaten
Malinau Tahun 2022 Nomor  12).

68.Keputusan    Presiden    Nomor    12    Tchun    2020    tentang
Penetapan   Bencana   Nonalam   Penyet)aran   Corona   VIrus
Disease 20j 9 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

69.Instruksi    Presiden    Nomor    6    Tchun     2020     tentang
Peningkatan  dan  penegakan  Hukum  Protokol  Ke8ehatan
Dalan Pencegchan dan Pengendalian  Corona virus Disecrse
2019;

70.Instruksi   Menteri   Dalan   Negeri   Nomor   4   Tchun   2020
tentang  Pedoman  Teknis   Penyusunan   Peraturan   Kepala
Daerch Dalaln Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegckan
Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegchan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 ,

71.Keputusan       Gubemur       Kalimantan       Utara       Nomor
188.44/Bv/K ...,.. /2022      tentang      Bvaluasi      Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang   Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022  dan  Rancangan  Peraturan  Bupati  Malinau  t?ntang
Penjabaran  Perubchan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerch Tahun Anggaran 2022.
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Dengan Persetujuan Bersama

bEWAN PERWAKILAN RARTAT DAERAH KABUPATEN MALINAUdan
BUPATI  MALINAU

MEMUTUSRAN:

Menetapkan :    PERATURAN  DAERAH TENTANG  PBRUBAHAN  ANGGARAN
PENDAPATAN  DAN  BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022

Pasal   1

DalariperaturanDaerahiniyangdimaksuddengan:

1.D

2.P
P
P

ierah adalah Ka.bupaten Malinau.

3.   Btpati adalah Bupati Kabupaten Malinau.

4  #a:en Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  DPRD
Lembagr   Perwakilan   Rakyat   Daerah   yang   berkedudukan

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5i[g,i;¥i|ie::gg:ay:in;alpyr:yie:?rpi|jrT:i:r¥i::feFF:i:e::=u:

merintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan
i

6.P

:]Seahspoet:neon±£t¥a:ateurgaahsdp¥mdbefa££eTean¥kanprn¥fpt::::FTmT:en,:::
1ua.snya dalan sistem dan prinsip Negara. Kesatuan Republik Indonesia

#E:::sTa#£nm:;::?da]amundang-UndangDasarNegaraRepubiik
7   1:e::gse;:ti:a?nepree:e:an=an:a ap::jrgFd:1:pTnpge:w=ae:li=kFranp:igt:¥r=ya=n:

8#::D::defa±nu:a£::¥raiakneuB±#aDfe:Fanya£:e:flan;uantngyadL€:a:np#ant

9.ienerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
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\

id#np:a¥n?1::r¥ekaadya£SbeeTs:£hd¥£ae:£o¥:griLu¥ans£:8:
la  Transfer  Umum  .adalch  dana  yang  dialokasikan  dalan  APBNi____._ .---- ^-   T`aioraL

|Ja:~\C\^+   \^```_.-_-a_--___ __

mendanai   kebutuhan   Daerah   dalari   rangka   pelaksanaan

'11.  Pe

Pe

12.3e#aadaTrD=::ei::iiEdaLaguaJnanck:Ou;:si=L5deunLi=`"kve`t*ja;E=--Daerah
.          .   .               _____1.^      -al^1raar`aanki;

13.

ntralisasi.

a  Transfer  Khusus  adalch  dana  yang  dialokasikan  dalam  APBN___I____i    1,-A-+A-I     LJa^L`O,I,^     *LL ,------ _____

da  Daerch  dengan  tujuan  untuk- me'mbantu  mendanai  kegiatan_  ______  n_^--t,

;E[as:as,i;a±¥LLsi±-=:=;u-n-Jn-o~n-ris-i'k-yangmerupakanurusanDaerah.

14:e±sr:£Bbae=e£H£Sa[:p[]gn¥d::Ji:|¥eynaiu:]k£:PnEp#ear;s:E:aH::::*£[nki:::;i¥

tujuan    mengurangi    ketimpangan    kemanpuan    keuangan    antaratpueFrrin=

Befs
15.

fusat dan Daerah.                  t

a Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalch dana yang-.... I.            _1__ -.-..    +I,i,,ntli*  AJ.`JJLaoL  `JJ..+`^L..  / ---o  -' --------.

umber  dari  pendapatan  APBN  yang  draloka.sikan  dengan  tujuan
erataan , kemampuan   keuangan   antar-Daerch   untuk   mendanal

EiFueLahtoananD::rm£=:L=rah:gukouaL::1;k;ii=a:-D':s-eLtr-a-i-sasi.

]6B|:Each£;:esk:ag+fufdu:9£San3¥i:£a[¥numin:yErf±Sifkt:dtiaf:Aifdsai%d::::::;a:£

khusus    yang    merupakan    Urusan    Pernerintahan    yang    menja.di

iE:I:;egijjr:::::n:;iKg::n¥::a::8:ou:;ai|a:n::'::;I;uedn;a=';;;:rdaehtayi=E:EaJlra:17.

berkenaan.

18. P¢mbiayaan  adalah  setiap  penerimaan  yang  perlu  dibayar  kembali
d#t:ubpeer¥5eLL::=ayu¥u8napkaTa:faeurin¥tachk;:banal:;£:kbpean9#:n

19. Pinjanan Daerah adalah semua tra.nsaksi yang mengakibatkan Daerali
ndenerima  sejumlah , uang atau menerima manfcat yang bemilai uang

¥;igg:: klearinbfe[hingga  Daerah  tersebut  dibebani  kewajiban  untuk
I

20. Utang  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  Utang  adalch  jumlah  uang
yapg wajib dibayar Pemerintah Daerch dan/ atau kewajiban Pemerintah
Daerch   yang   dapat   dinilal   dengan   uang   berdasarkan   peraturan

§ihTndangundangan,Perjanjian,atauberdasarkansebablamnyayang

21. +\1,`,..`--`      -`-`; ,------ __      _  __ _

erah  pada  P?merintch  Pusa.t,  Pemerintah  Dacrah  ldinnya,  badan
'anan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usalia
lik  negara,  Badan  Uscha  Milik  Daerah,  koperasi,  dan  masyarckat
ngan hak memperoleh bunga dan pengembalia.n pokok pinjapiall.



22. Daha   Cadangan   adalch   da.I;a   yang   disisihkan   untuk   mendanai
dtuhan  pembangurlan  pra.sarina  dan  sarana  Daerah  yang  tidak
at dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.i

ke
da

::iRjulnya kewajiban

Pasal 2
I

gqpe#ahpen£3T:3¥.$7¥.o83efgj%Da:rei=abh£7(£:r¥igg)202:e;::=i£.     ..      _    .   -^^  ^^^   1 riE  ,^r`n       .1^_~^-
§Z2.100:489     sehindsa     menjadi     Rpl,530.394.135.402     dengan
sebagai berikut:fa6i

A

Rpl
rinci

1.Pe dapa.tan Da.erah:

!#ii=::=a,p(:teike:=r8Lsetelch
2.:.e|s=JiauT:erch:

b+::#L:#a/(dbae:r¥hr=:[|ahpembahan

3.::rp:iaeyn?gaaDna;reamh;iayaan:

ii}S::uLabah/(berkurang)
i Jumlali penerimaan pembiayaan
setelah  perubchan

b. Pengeluaran Pembiayaan:
I)    Semula      .
2)   BertambaLh/(berkurang)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah
Peru.balian
Jumlah pe.mbiayaan netto setelah
perubchan
Si§a lebih pembiglysarl anggaran setelah
perubahan

Pasal 3

Rpl.273.572.034.913
Rp92.979.743.46_4

Rpl.sO6.551.778.377

Rpl.383.572.034.913
Bpl46.822.loo.489_

Rpl.530.394.135.402_

Rpl 10.000.000.000
Rp53.842.357.02_5_

Rpl63.842.357.025

RpO,00
RpO,00_

RpO,00

Rpl63.842.357.025

RpO,00

Anggann  p.endapatan   daerah   sebagaimana  dimaksud   dalam  Pasal  2,
bersumb'er dari:
a. Pendapatan asli daerah

1)   Semula
2)   Bertarnbah/ (berkurang)

Jumlch pendapa.tan asli da.erah setela.h
Pefubchan

Rp44.571.317.927
Rplo.986.302.495

Rp55.557.620.422



b. Pen apatan transfer
emula
ertambch/(berkurang)

pendapatan transfer setelahlab
bahan

c. Lad+lain pendapatan daerch yang sah

:|LS|::E:a:-Tat,Jbpe:n¥:rag|ndaerahyang
sah setelah pembahan

Pasal 4

Rpl.225.000.716.986
Rp81.493.440.969

Rpl.306.494.157.955

Rp4.000.000.000
BEan.OOO_.QQQ

Rp4.500.000.000

I

"ieer#ipdaaTfnje££Ss[£p::::Fat:enb:8almanadimaksudpadaaya.tohurufa

(2)

Pajak Daerah:
1)    Semula
2)   Berkurang/(bertambah)
Jumlah pajak daerah  setelah
pembchan

Retribusi daerfu ;
1)    Semula
2)   Bertambah/ (berkurang)
Jumlch retribusi daerah 9etelah
perubahan

Fe

i.

Rpl2,537.909.loo
Bp±._064.019.ZZQ

~`'

Rpl3.601.928.870

Rpl.801.946.500
Bp23.486._634

•Rpl.825.433.134

Hasil pengelolaan ke~kayaan dacrah yang di pisahkan;
1)  Seem#bah/ (berkurang)                E3as7 16

::e¥:ahhs::esiLpepne8:i:Laanankekayaan            Rp3.350.68o.716

Lain-lain pendapatan asli daerch yang sah;

i,  S:m*abah, tberfurang,              E32RE[
::e¥EyLaening-Ls= g:tne?=P;:":#an           Rp36.779.577.702

ndapa.tan  transfer  sebagaimana  dimaksud  dalan  Pasal  3  hurut b,
rsumber dad:

Transfer pemerintah pusat
1) Semula
2) Beftanbah/ (berkurang)
Jumlah transfer pemerintah pusat
setelah perubahan

Transfer antar daerah
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah transfer antar daerah setelah
Penibahan

Rpl.184.288.518.000
BE&591±44Zj2QQ

Rpl.252.879.965.goo

Rp40.712.198.986
B±i2.9Oi.99aQee

Rp53.614.192.055
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)  Semula

(3)  Lain-lain  pendapatan  daerari yang sah sebagaimana dinaksud da\ath
Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Lain-lain     pendapatan     sesual     dengan     ketentuan     peraturan

p\er::±#ag-undangan :                                  Rp4.ooo.oo0.000
BLp_500.OOO.QcO.+ -----,  \.-___I__          _,

1ch-lain pendapatan sesual dengan ketentuan pera.turan_   ^ ~---^^ r\r\r\
i  Bertanbch/ (berkurang)

\+\+  ` ----  I_--_--I _ _

g-undangan setelah perubahan-.      Rp4.500.000.000

Pasal 5

Am88
atas:

an  belanja  daerch  s.ebagaimana  dimaksu.d  dalam  Pasal  2,  terdiri

anja operasional:
emula
ertanbch/(berkurang)

mlch belanja dperasional setelah
bahan

modal:

c.a
1)

ertambah/(berkurang)
mlch belanja modal setelah perubahan

1anja tidak terduga:
semula
Bertanbch/(berkurang)

mlch Belanja tidak terduga setelah

d.   P`i`s¥jiaufaansfeH

rtanbch/(berkurang)
ah belanja transfer setelch

Rp930.359.795.783
Epl00.923.359.9_Z|

Rpl.031.283.155.754

Lil

Rpl44.243760.780
41.577 327

Rpl62.885.338.107

Rp39.541.170.350
Bp27.257.163._±fl

Rp66.798.333.541

Rp269.427.308.000
gpo,O_0_

Rp269.427.308.000

Pasal 6  ,

operasional  sebagalmana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  a,
atas:

Belanja pegawal
1)   Semula
2)   Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja transfer setelah
perubahan

Belanja barang dan jasa
1)   Semula
2)   Bertambah/ (berkurang)
Jumlah belanja barang dan jasa
Setelch perubahan

Rp510.462.625.214
_Rp49.210.195.29_3_

Rp550.672.820.507

Rp400,643.250.646
Bp37.362.552.7i€

Rp438.005.803.404



c.    Belanja subsidi
1)    Semula
2)   Bertambch/(berkurang)
Jumlch belanja subsidi setelah
pembahan

d.   Belanja hibch
1)    Semula
2)   Bertambah/ (berfrorang)
Jumlah belanja hibah setelah
perubahan

e.    Belanja bantuan sosi^al
1)    Semula
2)   Berunbah/ (berkurang)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah
perubahan

Rp5.000.000.000
BPQfQJQQ

Rp5.000.000.000

Rp21.481.259.923
Bi8.855.611.9_2LQ

Rp30.336.871.843

•-.--,-.-
Rpl.772.660.000
Bp5.495.000.00_O_

Rp7.267.660.000

(2)  Belanja modal sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  5  huruf b,  terdiri
atas:
a.   Belanja modal tanah

I)  Semula
2)  Bertambah/ (berkurang)
Jumlch belanja modal tanah setelah
perubahan

Rp2.400.000.000
150-000 000

Rp2.550.000.000

b.  Belanja modal peralatan dan mesin
1)    Semula
2)   Bertambah/ (berkurang)
Jumlah belanja modal peralatan setelah
perubchan

c.   Belanja modal gedung dan bangunan
1)    Semula
2)   Bertanbah/(berkurang)
Jumlah belanja modal gedung dan
bangunan setelah perubahan

d.  Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:
1)    Semula
2)   Bertambah/(berkurang)
Jumlali belanja modal jalan, iriga.si,
dan jaringan setelah perubahan

e. Belanja modal aset tetap lainnya:
1)   Semula
2)   Bertambah/ (berkurang)
Jumlah belanja. asset tetap lalnnya
setelal perubchan

Rp44.131.049.674
Rpl8.795.353.9_E+iQ

Rp62.926.403.624

Rp54.337.720.420
(Rol.192.997.84fl

Rp53.144.722.574

Rp42.749.963.686
435.785 000

Rp43.185.748.686

Rp625.027.OcO
Ro453.436.223

Rpl.078.463.223



(3)  Belanja tidak terduga sebagalinana dimaksud dalan Pasal 5 hurut c,
terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
a. Semula
b. Pertambah/ (berkurang)

::E[bEb=`anjatidakterdugasete|ah

inmlah belanja bantu,qu keuangan

Rp39.541.170.350
8±27.257.163_."

Rp66.798.333.541

(4):teiF;::=En£:;ei:/:::;;:;njd`mcksuddal=S4al2753hou8:fo:'terd'n

e-t':i-auk. p~e`i-a-`inaj;                                              Rp2 69. 4 2 7. 308. o o o

Pasal 7

Anggqran   pembia,yaan   daerah   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   2,

erimaan pembiayaan
Semula  '
Berta.mbah/(berkurang)
nlah penerimaan pembiayaan sctclah

#Lbaahh::
b.

(2)

P
1

ngeluaran pembiayaan
Semula          .
Bertambch/(berkurang)

Lmlch pengeluaran pembiayaan setelah

Rpll0J}00.000.000
B±53.842.357.Q2±

Rpl63.842.357.025

RpO,00
E±O.00

RpO,00

Pasal 8

nerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 7  huruf
terdiri a.tas:
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumrlya

i)  s:=iabah/ (berkurang,                    E=!i!i232i!2!i33o
Junlch sisa lebih perhitungan anggaran
tchun sebelumnya setelah perubahan          Rp 1 63.842.357.025

EJ

ngeluaran pembiayaan sebagalmana dimaksud dalan Pasal 7 huruf
terdiri atas:
Penyertaan modal daerch
I)   Semula
2)   Bertambali/ (berkurang)
Jumlah penyertaan modal daerah
setelah perubahan

RpO,00
RpO.OQ

RpO,00



pasal 9

(1)  Dalam   keadaan   darurat   termasuk   keperluan   mendesak,   dengan
periaturan   Kepala   Daerah,    Pemerintah   Daerah   dapat   melakukan

#8:iET::a;anyga£:[udTte::rpa££|ad¥[g#r¥enr¥:u:::/ataae:Hen,g:}u;anang
selbejutnya  dima§ukan  dalam  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan
Be}anja Daerah Hat)upaten Malinau Tahun Anggaran 2022.

(2)  Keidaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
I

a. bencana alam, .bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
biasa;

rak~s-=;;n operasi p^;ncarian dan pertolongan; dan/ atau
!nisckan   salana/prasarana   yang   dapat   mengganggu   kegia.tan
layanan publik.

(3)K erluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:

Kebutuhan daerch dalan rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalan tahun anggaran berjalan;
Belanja  daerah  yang  bersifat  mengikat  dan  belanja  yang  bersifat
wajib;
Pengeluarin daerah yang berada diluar kendali Pemerintah  Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya,  serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/ atau
Pengeluaran     daerah     lainnya     yang     apabila     ditunda     akan
menimbulhan  kerugian  yang  lebih  besar  bagi  Pemerintah  Daerah
danl atau masyarakat.

Pasal  10

lebih     lanjut    Anggaran     Pendapatan    dan    Belanja    Daerah
inana  dima]:sud  dalain  pasal 2,  tercantum  dalam  Lempir.an yang
akan  bagian  tidak  terpisahhan  dari  Peraturan  Daerah  Kabupaten

ini terdiri dari:

1.  Tpiranl

2.   Limpiran ll

3.   +mpiran Ill

4.   Linpiran lv

Ringkasan    Perubahan    APBD    yang    Diklasifikasi
Menurut Kelompok dan Jenis  Pendapatan,  Belanja,
dan Pembiayaan;
Ringkasan    Perubahan    APBD    yang    Diklasifikasi
Menurut     Urusan     Pemerintahan     Daerah     dan
Organisasi;
Rincian     Perubalian     APBD     Menurut     Urusan
Pemerintahan      Daerah,.      Organisasi,      Program,
Kegiatan,       Sub       Kegiatan,       Kelompok,       `Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Rekapitulasi  Perubahan  Belanja  Menurut  Urusan
Pemerintahan      Daerah,      Organisasi,      Program,
Kegiatan  Beserta  Haisil  dan  Sub  Kegiatan  beserta
Keluaran;
Rekapitulasi    Perubahan    Belanja    Daerah    Untuk
Keselarasan  dan  Keterpaduan  Urusan  Pemerintah
Daerah  dan   Fbngsi   Dalam  Kerangka  Pengelolaan
Keuangan Negara;



6.   Lampiran vI

7.   Lanpiran VII

8.   Lanpiran VIII

9.   Lanpiran lx

10. Lampiran X

1 1 . Lanpiran XI

Rekapitulasi Peruba.han Belanja Untuk Pemenuhan
SPM;
Sinkronisasi     Program     pada     RPJMD      dengan
Rancangari Pe"bahan APBD;
Sinkronisasi  Program,  Kegiatan  dan  Sub  Kegia.tan
pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan
Rancangan Perubahali APBD;
Daftar  Perubchan  Jumlah  Pegawai  Per  Golongan
dan Per Jabatan;
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  yang  telah
diteta.pkan denga.n Pera.turan Daerah; dan
Daltar Pinjaman Daerah.

•    Pasal  11

Bupati  menetapkan  pera.turan  tentang  Penjabaran  Anggaran  Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal  12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agr    setiap    orang    mengetahuinya,    memerintahkan    pengundangan
Peraturan  Daerah  ini  dengan  Penempatannya  dalam  Lembaran  Daerah
Kabupaten Malinau.

g#=ggkgkg.::.¥:#2a2T
SBK

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal   .......  2022.

BUPATI MALINAU,

WEMPI W.MAWA

BTARIS DABRAH KABUPATEN MALINAU,

ERNPS SILVANUS

LEMbARAN DAERAH KABUPATBN MALINAU TAHUN 2022 NOMOR ...

NORiG      PERATURAN      DABRAH      KABUPATEN      MALINAU      PROVINSI
EL°LRIFANTAN UTARA, :  (   ......  /  ....  /2022)
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KABumTENLtwAiiNAv

RINGKASAN PERUBAHAN AF'BD YANG.DIKLAS[FIKAsl-MENIJRUT KEloMPOI{ DAN JENts
PENDAPATAN, BflAdJ^, DAN P"BIAVMN

rmuN MidGARAN 2o22

I<od, U,alan
Jum'|h (Rp) Bertambah/(Berkurang)

Sebelum Pervbahan Scteli]li Pe"bahan (Rp' %

44.14.'.014.I.024.1.03 PENDAPATwh DA,RAHIPENDAPwhN ASLI DAERAH  (PAD)
44.571.317.927 S5.5S7.6ZOA22 10.986.302495 2S%

Pajak ¢®erah                      ` 12.537.909.100 13.601.928.870 1.064.019.770 8%

Retribdsi D8erab
1.801.946.500 1.825.433.134 23.406.634 1%

H8sll  Bengelol8an Kekayaan Daer8h yang  Dlpisahk8n 3.325.430,716 3.350.6€0.716 25.2SO.000 1%

4.1.044JZ Lain-ldin PAD yang Ssh 26.906.Oil.611 36.779.S77.702 9.873.546.091 37%

pENDArfuANTRANSFER 1J22S.COO.7.6.986 1 J}06.494.1 S7.9S§ 81.493440.969 7%

4.2.014.2.024.3 PendaPondbaton Trans(er Pemerintah Puset 1.184,208.5ie.COO 1.252.879.965.900 68.591.447.goo 6%

abatanTrdnsterAntarDaerah 40.712.190.986 S3.614.192.055 12.901.993.069 32%

LAIN.LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4.000.000.000 4500.000.000 soo.ooo.ooo 13%

4.3.03 :e'#Lnnp;::dnpdaa::.Sue:::::::ganKctemuan
4.000.000.000 4.500.000.000 500.000,000 13%

Jumleli Pendo|)atan 1JZ73.572.034.913 1.366.551.778J]77 9Z.979.749A64 7%

5 BELANJA
~,

5.1 BELANJAOPERAsl 930.359.795.783 1.031.Z83.1 S5.754 loo.923.359.971 11%

S.1.015.1.02 Bolaria  Pegawal 501.462.625.214 550.672.820.507 49.210.195.293 10%

Be'ard a Bar8ng dan Jasa 400.643.250.646 438.00S.803.404 37.962.S52.750 9%

5.1.04 Beiartya  subsid i 5.000.000.000 5.000.000.000 0 0%

5.1.OS Belahja  Hlbah zi.4ei.259.923 30.336.871.843 8.85S.611.920 41%

5.I.06 Belartya  Bantuan Soslal 1.772.660.OcO 7.267.660.000 5.495.000.000 310%

5.2 BELANJA MODAL 144.243.760.780 16ZJ}85.338.107 18.641.977J27 13%

5.2.01 Belafu a  Modal Tanah 2.400.000.000 2.550.COO.COO 1 50.000.000 6%

5.2.02 Bela ija Modal Peialatan clan Mesin 44.131.049.674 62.926.403.624 18.795.353.950 43%

5.2.035.2.04 Belawa  Modal Gedung dan  Bangunan 54.337.720.420 53.144.722.574 (1.192.997.846) 2%

Bela h|a  Modal J8lan, Jawhgan, dan ln.gasl 42.749.963.686 43.185.748.686 435.78S.000 1%

5.2.05 Bell A|a Modal A5ct Tetap Lalnnya 625.027.000 1.078A63.223 453.436.223 73%

5.3 BELANJp TIDAi{ TEtoiiaA 39,S41.170,350 66.798.333.541 27.257.163.191 69%

5.3.01 Be'ahU8 Tldak Terduga 39.541.170.3SO 66.79e.333.541 27.257.163.191 69%

5.4 BELANJA TRANSFER 269A27.SOB.000 269+427.SOS.000 0 0%

5.4.02 BelJnja B8ntuan keuangan 269.427.308.000 269.427308.000 0 0%

I                                                                 `           JulTIIahBelanjB
1383.572.034.913 1.S30394.135.402 146.822.100,489 llyo

Tot.I Si[ii.Iue/(D.flilt) (116.0oo.ooo.ooo) (163.e42.357.o2'5) (5a.842.357.025) -49%

6 PEMBIAM N

e.1 rev(A MOAN p"plA¥Mr. ii®.ace.®oo.oo® •         , cg.®,2.a I,-®®g Ea.aA2.a=7.o2B 49%

6.1,01 s'sd I.blh Perhiningan AnggQren T8hun Soballimnya 110.000.000.000 163.842357.025 53.842.3j7.025 49%

Jumlah Pen.rlm®en P®mbl.y.eh Ilo.000.000.000 163.84Z.357.OZ5 53.842.357.OZS 49%

I I Jumlah Perigeluaran Peml)lryaan a a a 0%

I Pemt]Iayaen Nctto 110.000.COO.000 163J}42£S7.025 93.842.357,025 49%

6.3
P.mblrtymn Arlgglmti Daerl]h Tahun 0 0 a 0%

Bupatl  Mallnau

Wempi W. Mawa,  S.E.,M.H

` "I-'1
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